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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau one stop service merupakan salah satu upaya 

perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pelayanan, karena selama ini 

proses pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai masih berbelit-belit, tidak 

transparan, tidak ada kejelasan besarnya biaya dan kepastian dalam proses dan 

penyelesaian, lokasi atau tempat pelayanan yang tersebar dan adanya biaya lebih yang 

dikeluarkan. Sehingga dari permasalahan tersebut, pemerintah mengambil sebuah langkah 

kebijakan penyederhanaan pelaksanaan pelayanan dengan membentuk lembaga Unit 

Pelayanan Terpadu (UPT), sebagaimana pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; 

2. Memperpendek proses pelayanan; 

3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan 

terjangkau, dan; 

4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, dijelaskan bahwa pelayanan terpadu 

adalah kegiatan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap 

terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pada paturan tersebut memperjelas dan 

mempertegas bahwa kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah harus 

dilaksanakan secara terpadu. 
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Beberapa daerah di Indonesia telah menyelenggarakan pelayanan terpadu satu 

atap/pintu atau one stop service. Seperti halnya Provinsi Sumatera Selatan yang telah 

menerapkan pelayanan terpadu satu atap/pintu atau one stop service pada banyak Badan, 

Dinas serta Kecamatan, baik tingkat Kota, Kabupaten bahkan Kecamatan. Salah satunya 

adalah  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang yang 

dilimpahkan sebagian wewenang pelayanan pembuatan perizinan dan nonperizinan di 

Kota Palembang.  

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima pelimpahan 

sebagian wewenang di bidang perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang mempunyai wewenang atas pelayanan 

sebanyak 51 jenis pelayanan yang terdiri dari pelayanan perizinan dan nonperizinan. Salah 

satu pelayanan perizinan yang dilakukan adalah perizinan atas izin mendirikan bangunan.  

Sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan, dijelaskan bahwa izin mendirikan bangunan adalah izin mendirikan 

bangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota, yang meliputi bangunan berupa gedung, 

non gedung, menara dan konstruksi reklame. Izin Mendirikan Bangunan ini merupakan 

kegiatan awal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perencanaan bangunan yang ingin 

didirikan oleh masyarakat sebagai acuan bagi masyarakat agar tidak menimbulkan 

berbagai permasalahan akibat bangunan yang telah didirikannya dan juga sebagai media 

pemerintah dalam mengontrol perkembangan kota dalam menertibkan tata ruang dan juga 

menjaga estetika kota. 

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang, 

dikatakan bahwa; Kepala Kantor, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Tim Teknis dan 
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Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip- 

prinisp koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal 

dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Unit Kerja dalam lingkungan 

Pemerintah Kota. 

Koordinasi sangat diperlukan pada suatu organisasi, karena koordinasi dapat 

menjamin pergerakan pelaksana organisasi untuk dapat mencapai tujuan bersama. Tanpa 

adanya koordinasi, semua pihak akan bergerak sesuai dengan kepentingannya masing-

masing. Sebagaimana menurut Terry dalam Hasibuan (2009:85), koordinasi adalah suatu 

usaha yang sesuai dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan 

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Kemudian secara etimologi, koordinasi 

diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling 

memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga di satu sisi 

proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses 

pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain, sementara di sisi lain yang satu 

langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. 

Seperti halnya dalam pelayanan pembuatan izin mendirikan bangunan, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melakukan koordinasi 

dengan Dinas Tata Kota, adanya koordinasi tersebut dapat dilihat pada Peraturan Walikota 

Palembang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Sekretariat 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. Adapun 

standar operasional prosedur izin mendirikan bangunan, sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Standar Operasional Prosedur Pembuatan IMB 
Sumber :diolah penulis merujuk pada  SOP Sekretariat DPM-PTSP 
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Berdasarkan pada standar operasional prosedur tersebut, dapat dilihat bahwa ada 

koordinasi antara Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas 

Tata Kota dalam pembuatan izin mendirikan bangunan. Koordinasi yang terbentuk antara 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Tata Kota 

Palembang memiliki jenis ketergantungan yang berurutan, yang artinya suatu satuan 

organisasi harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain 

dapat melanjutkan pekerjaan. Jika pekerjaan di suatu organisasi atau instansi mengalami 

keterlambatan maka pekerjaan organisasi lainnya juga akan terhambat. 

Kemudian setiap tahap pelayanan pembuatan izin mendirikan bangunan telah 

ditetapkan standar waktu pelayanan yang diberikan mulai dari tahap pemohonan sampai 

pada tahap penerbitan surat izin. Untuk waktu keseluruhan, penyelesaian pembuatan izin 

mendirikan bangunan adalah selama 15 hari kerja.  

Berdasarkan pada observasi awal, dilapangan peneliti menemukan beberapa 

fenomena dalam pembuatan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang, sebagai berikut: 

1. Letak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan 

Dinas terkait tidak berada di satu pintu atau satu tempat. 
 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan 

pelayanan terpadu adalah kegiatan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 

permohonan sampai pada tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.  Namun, 

dalam pelayanan pembuatan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang, dinas terkait yaitu Dinas 

Tata Kota yang bertindak sebagai tim teknis pada pembuatan izin mendirikan bangunan 

Kota Palembang tidak berada di satu tempat pelayanan. Sehingga pemohon izin 
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mendirikan bangunan terpaksa harus mendatangi dua tempat yang berbeda 

untukmendapatkan pelayanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak X selaku 

pegawai Customer Service DPM-PTSP Kota Palembang yang mengatakan bahwa:  

“Untuk alur pembuatan izin mendirikan bangunan, pertama pemohon datang ke 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melihat 

persyaratan dan mendapatkan formulir untuk mendaftar izin mendirikan bangunan,  

kemudian pemohon membawa berkas ke Dinas Tata Kota untuk di cek 

kelengkapan berkas, melakukan bimtek dan mendapatkan lembar persetujuan dari 

Dinas Tata Kota, kemudian pemohon datang lagi ke DPM untuk mendapat proses 

selanjutnya...”. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan izin mendirikan bangunan, letak tim 

teknis pembuatan izin mendirikan bangunan tidak berada dalam satu tempat pelayanan. 

Berbeda dengan pembuatan izin lain, seperti izin trayek yang tim teknisnya berada di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri. Itu artinya 

pelaksanaan pembuatan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang belum sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 

permohonan sampai pada tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat 

pelayanan. 

2. Pembuatan izin mendirikan bangunan masih melebihi batas waktu yang telah 

ditentukan. 

 

Bicara tentang koordinasi, dalam pembuatan izin mendirikan bangunan koordinasi 

yang terbentuk antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-

PTSP) Kota Palembang dengan Dinas Tata Kota memiliki jenis ketergantungan yang 

berurutan, yang artinya Dinas Tata Kota harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu 

sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dapat 

bekerja. Jika pekerjaan di Dinas Tata Kota terhambat maka pekerjaan di Dinas Penanaman 
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) juga terhambat. Di lapangan, 

peneliti menumukan bahwa adanya banyak faktor yang menyebabkan adanya 

keterlambatan dalam pembuatan izin mendirikan bangunan, seperti: adanya keteledoran 

dari pegawai yang mengakibatkan berkas tercecer, Kepala Dinas tidak ada ditempat atau 

berkas terlalu lama di Dinas tertentu dikarenakan koordinasi tidak berjalan dengan baik 

serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada pembuatan IMB, sampai pada adanya 

sengketa tanah atau bangunan antara pemohon dengan pemerintah atau masyarakat 

setempat. Waktu keterlambatan bisa mencapai hitungan bulan, sebagaimana yang 

dikatakan oleh bapak X selaku pegawai Customer Service DPM-PTSP Kota Palembang 

yang mengatakan bahwa: “Untuk waktu penyelesaian, standar dari kami adalah 12 hari 

kerja. Tapi bisa sampai berbulan-bulan itu tergantung dari pemohon bagaimana dapat 

“bernegosiasi dengan pihak Dinas Tata Kota. Karena kami baru bisa bekerja kalau urusan 

dengan Dinas Tata Kota selesai”. 

Selanjutnya ada pernyataan dari bapak X selaku kepala arsip DPM-PTSP Kota 

Palembang yang mengatakan bahwa : “Biasanya berkas lama ketika adanya survey yang di 

laksanakan oleh Dinas Tata Kota yang bisa sampai berbulan-bulan berkasnya di sana 

karena memang kadang sulit, namun bisa juga di percepat namun itu beda cerita lagi” 

Berdasarkan pada penjelasan tersebut itu  artinya jika berkas pemohon pembuatan 

izin mendirikan bangunan bisa sampai berbulan-bulan di Dinas Tata Kota, otomatis 

pembuatan izin mendirikan bangunan akan mengalami keterlambatan. Adanya 

keterlambatan berkas pembuatan izin mendirikan bangunan tersebut dapat dibuktikan 

dengan adanya rekapitulasi mengenai berkas terhambat dan belum selesai yang didapat 

dari sistem penyimpanan arsip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPM-PTSP) Kota Palembang, sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Rekapitulasi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2017 

No Bulan 

Izin Masuk Izin Terbit 

Pemohon 

IMB 
Sesuai SOP Tidak Sesuai 

1. Januari 109 12 97 

2. Februari 91 7 84 

3. Maret 103 10 93 

4. April 134 18 116 

5. Mei 80 12 68 

6. Juni 101 9 92 

7. Juli 105 13 92 

8. Agustus 86 8 78 

9. September 76 7 69 

10. Oktober 82 5 77 

11. November 67 5 62 

12. Desember 62 1 61 

 Jumlah 1186 106 1080 

Sumber : diolah penulis dari arsip DPM-PTSP Kota Palembang tahun 2017. 

Berdasarkan pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah pemohon yang masuk 

terhitung pada tahun 2017 adalah sebanyak 1186 pemohon. Dari 1186 pemohon tersebut, 

izin mendirikan bangunan yang dapat diselesaikan sesuai dengan standar operasional 

prosedur adalah sebanyak 106 atau 8,9% pemohon, kemudian ada sebanyak 1080 atau 

91% izin mendirikan bangunan yang penerbitannya tidak sesuai dengan standar 

operasional prosedur atau melebihi batas waktu pelayanan. Keterlambatan dalam 

pembuatan izin mendirikan bangunan ini ada yang mencapai waktu selama 151 hari 

dengan status menunggu hasil survey dan penetapan retribusi yang dilakukan oleh Dinas 

Tata Kota untuk dikirimkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Palembang.  

  Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak faktor yang menyebabkan 

pembuatan izin mendirikan bangunan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Salah 
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satunya adalah kurangnya sumber daya manusia terutama tim teknis yang mempunyai 

tugas membantu DPM-PTSP Kota Palembang daam melakukan pembuatan izin 

mendirikan bangunan.  Berikut ini adalah jumlah sumber daya manusia yang bertugas 

sebagai pemeriksa berkas, survey lapangan, penentuan retribusi, penertiban dan 

pengawasan pembangunan, sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Jumlah Tim Teknis lapangan Pembuatan IMB  

Kota Palembang Tahun 2017 

 

N

o 
Bidang SDM 

1 Penataan Ruang 4 orang 

2 Pengukuran, Pemetaan dan Penerapan 

Sempadan 
6 orang 

3 Bidang Tata Bangunan dan Reklame 4 orang 

4 Bidang Pengawasan dan Penertiban 4 orang 

5 Jumlah 18 orang 

Sumber : Diolah  penulis dari Dinas Tata Kota Palembang, tahun 2017 

 

  Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai atau tim teknis yang bertugas 

membantu DPM-PTSP dalam pembuatan IMB ada sebanyak 18 orang yang terbagi dalam 

4 bidang dan setiap bidang mempunyai tugas masing-masing, seperti : 1) Bidang Penataan 

Ruang ada sebanyak 4 pegawai dan mempunyai tugas melakukan penyusunan Rencana 

Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Strategis Tata Ruang Kota. 2) Bidang 

Pengukuran, Pemetaan dan Penerapan Sempadan ada sebanyak 6 pegawai dan bertugas 

melakukan penyusun bahan kebijakan teknis, penataan bangunan dan lingkungan, gedung 

dan penataan ruang terbuka hijau dan penerapan sempadan atau batas bangunan. 3) Bidang 

Tata Bangunan dan Reklame ada sebanyak 4 pegawai dan mempunyai tugas pengecekan 

arsitektur, struktur dan kontruksi serta pelayanan perizinan dan menyusun analisa harga 

satuan komponen gedung dan pagar. 4) Bidang Pengawasan dan Penertiban ada sebanyak 
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4 pegawai dan mempunyai tugas dalam melakukan supervisi dan pemeriksaan bangunan 

gedung, penertiban dan penilaian kelayakan bangunan. 

  Jika dilihat perbandingan antara banyaknya pemohon pembuatan IMB yang masuk 

pada setiap bulannya dengan jumlah sumber daya yang ada, dapat dikatakan bahwa jumlah 

tersebut tidak sebanding dan menyebabkan berkas menumpuk dan pembuatan IMB pun 

terhambat dan penerbitan SK otomatis terlambat atau melebihi batas waktu yang telah 

ditentukan. Lamanya waktu keterlambatan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah 

ini :  

Gambar 1.2 Rekapitulasi Izin Mendirikan Bangunan Terlambat 
Sumber : Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPPERI) DPM-PTSP Kota Palembang. 

  Berdasarkan pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwa adanya keterlambatan pelayanan 

pembuatan izin mendirikan bangunan yang mencapai 151 hari, dengan waktu mulai pada 
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tanggal 16 Maret 2017 dengan posisi berkas di Dinas Tata Kota dengan status berkas 

melakukan survey dan penetapan retribusi. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2017 berkas 

dikirim ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Palembang untuk dilakukan  pemeriksaan, paraf dan cetak surat perintah membayar 

(SPM). Jika dilihat pada standar operasional prosedur pembuatan izin mendirikan 

bangunan, waktu yang telah ditentukan untuk pelayanan atau pelaksanaan survey adalah 

selama 60 menit dan untuk waktu penetapan retribusi adalah 45 menit. Namun dilapangan, 

pelaksanaan survey dan penetapan retribusi ini bisa mencapai 43 hari sampai pada 151 hari 

lamanya. 

  Adanya keterlambatan pembuatan izin mendirikan bangunan tersebut juga dapat 

dilihat dari banyaknya pengaduan yang masuk yang disampaikan oleh pemohon melalui 

loket pengaduan berupa keluhan terhadap pembuatan izin mendirikan bangunan serta 

pengaduan berupa pertanyaan tentang posisi atau status berkas di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang. Adapun rekapitulasi 

pengaduan yang masuk dapat dilihat pada tabel 1.3, sebagai berikut: 

 Tabel 1.3 Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2017 

No Bulan 

Pengaduan Masuk 

51 Perizinan dan 

Non Perizinan 
IMB 

1 Januari  213 56 

2 Februari  202 44 

3 Maret  220 41 

4 April  166 57 

5 Mei  228 19 

6 Juni  246 37 

7 Juli 246 46 
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Sumber: diolah dari data Rekapitulasi Pekerjaan Loket Pengaduan 

Mengenai Informasi Berkas Tahun 2017 

 

Pada tabel 1.3, terhitung pada Tahun 2017 pengaduan yang masuk ke loket 

pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang 

adalah sebanyak 3212 pengaduan untuk 51 jenis perizinan dan nonperizinan. Terdapat 

sekitar 446 atau 14% pengaduan yang mengadukan mengenai keluhan terhadap lamanya 

proses pembuatan izin mendirikan bangunan ataupun bertanya mengenai status berkas izin 

mendirikan bangunan. 

Pengaduan yang telah masuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang 

dengan mengadvokasikan pengaduan kepada pihak yang bersangkutan untuk diketahui 

dimana keberadaan berkas pemohon. Setelah dilakukan pengecekan keberadaan berkas 

oleh petugas, status berkas izin mendirikan bangunan ada yang masih dalam proses 

pengerjaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 39%,  

yang masih berada di Dinas Tata Kota adalah sebanyak 34% dan ada yang telah selesai 

dikerjakan dan siap untuk diambil di loket pengambilan berkas ada sebanyak 21,5% dan 

berkas yang tidak ditemukan atau hilang sebanyak 0,98%.  

Sehingga berdasarkan pada permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengambil judul penelitian tentang “Analisis Koordinasi Pembuatan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPM-PTSP) Kota Palembang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dikaji 

8 Agustus 196 34 

9 September 182 28 

10 Oktober 169 32 

11 November 176 36 

12 Desember 153 16 

 Jumlah  2386 446 
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lebih lanjut, agar dapat diketahui bagaimana Koordinasi pembuatan izin mendirikan 

bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 

Kota Palembang. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang 

dalam hal koordinasi pada pembuatan izin mendirikan bangunan di Kota Palembang.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, mengenai “Analisis Koordinasi 

pembuatan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang”. Maka didapat rumusan masalahnya adalah: 

“Bagaimana Koordinasi Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang. 

C. Tujuan Penelitian 

Dari pokok permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Koordinasi pembuatan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang. 

D. Manfaaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti 

dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori 

yang di dapat selama perkuliahan dan diharapkan juga dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Administrasi Negara, 

khususnya dalam pembahasan mengenai Koordinasi Pembuatan Izin Mendirikan 
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Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPM-PTSP) Kota Palembang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan berkaitan dengan Koordinasi Pembuatan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPM-PTSP) Kota Palembang. 
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